BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Keuangan OPD Dinas Pariwisata Provinsi Banten disusun berdasarkan

Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor
68 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 18 Tahun
2014 dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 51 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten.

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan OPD Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2020 dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Provinsi Banten
atas pelaksanaan APBD sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-
undangan. Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah OPD Dinas Pariwisata Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2020 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan OPD Dinas Pariwisata Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas,
Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.
2.

Undang-Undang Republik Indonesia Dasar Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Pemerintah Provinsi Banten;

Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Provinsi
Banten sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur 68 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur No.18 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Provinsi Banten.



1.3 Organisasi Perangkat Daerah OPD Dinas Pariwisata Provinsi Banten

Pada tahun 2020, OPD Dinas Pariwisata Provinsi Banten Provinsi Banten dipimpin
oleh Drs. M. Agus Setiawan A.W., M.Si. selaku Kepala Dinas dan sekaligus sebagai
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, adapun struktur organisasi OPD Dinas
Pariwisata Provinsi Banten Tahun 2020 adalah sebagai berikut : (struktur organisasi
OPD)

SEKRETARIAT




Sedangkan fungsi-fungsi yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi Banten, sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 adalah sebagai

berikut, yaitu :

1.
2.

Pengelolaan daya tarik wisata provinsi;

Pengelolaan kawasan strategis pariwisata provinsi;Penetapan nilai perolehan air

tanah dalam Daerah provinsi;
Pengelolaan destinasi pariwisata provinsi;

Penetapan tanda daftar usaha pariwisata lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1

(satu) Daerah provinsi;

Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan
strategis pariwisata provinsi;

Penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif;

Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia

pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat lanjutan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait

dengan tugas dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
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BAB IV.

BAB V.
BAB VI.

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
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4.1
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